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ABSTRAK 

 

 

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang 

diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, 

dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, 

pertambangan dan perumahan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh 

perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, 

pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap 

jika dibandingkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan 

tersebut. Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, 

maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 

jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah 

menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara 

eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana 

tergolong tindak pidana korporasi.  Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan 

istilah korporasi, hal ini tentu saja menjadikan dilema bagi masyarakat luas 

khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, 

Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan 

dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi? Dan 

Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

kehutanan? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan 

menitik beratkan kajian terhadap UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 

tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum 

baik orang perorang maupun korporasi. Pertanggungjawaban bagi korporasi yang 

melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja 

dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada. 

 

 

Kata Kunci: Kehutanan, Tindak Pidana, Korporasi. 
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ABSTRACT 

 

 

The deforestation in Indonesia is caused by: forest exploitation due to illegal 

logging, timber smuggling, and conservation of forest areas that are used for 

others such as; plantation, mining, and housing. Forestry crime can be carried 

out by individuals or corporations. Like other criminality in general, individual’s 

forestry crime will be more easily exposed compared to corporation’s forestry 

crime. In the context of forestry crime committed by corporations, it is necessary 

to know the legal rules in Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 

year 1999 juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. It is not easy to 

determine that the perpetrator of a forestry crime is a corporation. Explicitly, in 

the forestry law did not express firmly regarding what kind of crime can be 

classified as a corporate crime. In the forestry law itself cannot be found the term 

corporation, this of course makes most of the society dilemma especially for law 

students to conduct a deeper study. The studies which are conducted in this 

research are; What are the regulations and forms of forestry crime done by 

corporations? And how are the forms of the corporate responsibility in forestry 

crime? Along by using the Normative Legal Research Method and emphasize the 

research with Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 year 1999 

juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. Forestry crime can be done by 

legal subjects either by individuals or corporation. Responsibility by corporation 

that commits forestry crime only charged to the head of the corporation with 

aggravated three times of the existing penalties. 
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